
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 4  TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 
tata keija perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana huruf a di atas 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 
37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Perindustrian, 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;

c. bahwa dengan telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis
Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, yang 
bertujuan untuk mencapai efektif dan efisiennya 
penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintahan di 
bidang tenaga keija pada Dinas Perindustrian,
Transmigrasi dan Tenaga Keija Kabupaten Katingan, maka 
Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Katingan perlu dilakukan perubahan 
menyesuaikan dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan 
Tenaga Keija Kabupaten Katingan; \ia
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477);
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7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 834);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Keija pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 
76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KATINGAN NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN 
TENAGA KERJA KABUPATEN KATINGAN.



- 4 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2022 Nomor 687) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pengoordinasian perumusan pencadangan 
tanah untuk kawasan transmigrasi, penataan persebaran 
penduduk, pengembangan satuan permukiman, konsultansi 
produktivitas pada perusahaan, pengukuran produktivitas 
tingkat Kabupaten, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, serta 
Penempatan Tenaga Kerja, serta menetapkan program kerja 
sebagai kebijakan program dinas serta bertanggung jawab 
atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas 
Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Katingan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Penyiapan 

Lahan dan Pembangunan Transmigrasi berdasarkan 
rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;

b. Pengoordinasian perencanaan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) lintas daerah kabupaten/kota dan 
Kerjasama Antar Daerah (KSAD);

c. Pengoordinasian dan penyediaan pencadangan tanah 
untuk kawasan transmigrasi;

d. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi usulan RKT dan 
sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan 
Kabupaten;

e. Pengoordinasian usulan perencanaan kawasan dan 
satuan permukiman transmigrasi kepada provinsi dan 
kementerian;

f. Pelaksanaan monitoring usulan perencanaan kawasan 
dan satuan permukiman transmigrasi;

g. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana 
perwujudan kawasan transmigrasi (rencana 
pembangunan kawasan transmigrasi dan rencana 
pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan 
transmigrasi);

h. Pengoordinasian penyelesaian legalitas tanah dan 
pengurusan hak pengelolaan dan Sertifikat Hak Milik 
(SHM) kawasan transmigrasi;

i. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. Pengoordinasian informasi potensi dan advokasi 
kawasan transmigrasi;



k. Pengoordinasian perencanaan pelayanan pertanahan 
dan penyelesaian pertanahan di wilayah transmigrasi;

l. Pengoordinasian perencanaan penyiapan pembangunan 
permukiman transmigrasi;

m. Pengoordinasian kegiatan pada bidang tugasnya kepada 
lintas sektor terkait;

n. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang perencanaan, penempatan tenaga 
keija dan transmigrasi pelatihan dan standarisasi 
kompetensi tenaga keija;

o. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang instruktur lembaga dan sarana;

p. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pemagangan dan produktivitas
tenaga keija;

q. Penyebarluasan informasi pasar keija;
r. Penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan 

antar keija serta perluasan kesempatan keija kepada 
masyarakat;

s. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan, Penempatan
Tenaga Keija dan Transmigrasi mempunyai uraian tugas :
a. Mengoordinasikan perencanaan pengembangan sarana 

dan prasarana;
b. Melakukan monitoring evaluasi kegiatan perencanaan 

potensi kawasan, perencanaan penyediaan tanah, 
perencanaan pelayanan pertanahan, perencanaan 
penyiapan pembangunan dan pengembangan 
transmigrasi.

c. Mengoordinasikan layanan pembangunan satuan 
permukiman di kawasan transmigrasi;

d. Mengoordinasikan pengolahan data dan informasi 
pembangunan permukiman transmigrasi;

e. Mengoordinasikan penyusunan bahan petunjuk
pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;

f. Mengoordinasikan dengan instansi terkait pembangunan 
permukiman transmigrasi;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan fisik 
satuan permukiman di kawasan transmigrasi;

h. Mempromosikan informasi pasar keija dalam pelayanan 
antar keija kepada pencari keija dan pemberi keija serta 
perluasan kesempatan keija kepada masyarakat;

i. Mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan 
dalam pelayanan antar keija serta perluasan 
kesempatan keija kepada masyarakat;

j. Mengoordinasikan perantaraan keija dalam pelayanan 
antar keija dalam pelayanan antar keija serta perluasan 
kesempatan keija kepada masyarakat;

k. Menyebarluaskan/mempromosikan informasi akreditasi 
kepada lembaga pelatihan kerja, peningkatan 
produktivitas, informasi pasar keija dalam pelayanan 
antar keija kepada pencari keija dan pemberi keija serta 
perluasan kesempatan keija kepada masayarakat dan 
informasi pasar keija kepada pencari keija dan pemberi 
keija;
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1. Mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam 
pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada 
masyarakat;

m. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal 35TV\jDb '2£&{

ARIS DAERAH 
TINGAN,

DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 4^


